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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah hal yang lazim di lakukan oleh para 

pelaku ekonomi. Tidak hanya pinjam meminjam saja, masyarakat Indonesia 

melakukan gadai. Sekarang ini, masayarakat lebih memilih melakukan gadai dari 

pada meminjam. Alasan masyarakat melakukan gadai karena mereka terdesak dana 

atau sedang membutuhkan dana dengan cepat, namun barang yang dijadikan objek 

gadai sayang untuk dijual, karena belum tentu barang yang dijual tersebut akan dapat 

dibeli kembali. Biasanya yang sering menggadaikan barang ini adalah kalangan 

masyarakat menengah kebawah atau yang berpenghasilan rendah, karena 

keterbatasannya uang yang mereka miliki, sehingga gadai adalah pilihan terbaik 

untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat tanpa kehilangan barang berharga. 

Pengertian Gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang 

diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 

utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil 

pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur 

lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau 

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang 

itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus 

didahulukan.” 



2 

 

 

 

 

 

Dengan kata lain gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga 

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan 

dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan 

lembaga gadai.1 Transaksi gadai ini sudah lama adalam peradaban manusia. Tujuan 

adanya gadai ini adalah untuk tujuan pencegahan, maksudnya ketika seseorang 

mendapatkan situasi yang tidak terduga seperti kematian atau kecelakaan dimana 

mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan 

transaksi seseorang. Contoh lain yaitu ketersediaan gadai dapat membantu pedagang 

kecil untuk menambah modal bisnisnya. 

Gadai dapat dilakukan di perusahaan yang menyediakan jasa pegadaian, yaitu 

Pegadaian (Perusahaan Umum). Barang yang dapat digadaikan berupa surat-surat 

berharga seperti surat tanah atau BPKB mobil/motor, barang elektronik dan perhiasan 

emas. 

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga 

semacam ini berkembang di Italia lalu Inggris dan Belanda. Pegadaian diperkenalkan 

di Indonesia pada sekitar abad XVII sejak Gubernur Jendral VOC (Vareenigde Oos 

Compagine) Van Imhoff datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Untuk 

melancarkan tujuan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu 

                                                           
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: Raja Grapindo Persada 2010, hlm. 

262 
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lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening  

didirikan pertama kali di Batavia pada 20 Agustus 1746. Pada tanggal 12 Maret 1901 

dikeluarkanlah Staatblad (Stbl) 1901 No. 131 berdasarkan dari hasil penelitian dari 

lembaga penelitian yang dipimpin De Wolf Van Westerrode pada tahun 1900 bahwa 

kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan 

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Dengan 

dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh 

pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Staatblad  tahun 1901 No. 131 

tersebut sebagai berikut; “Kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun 

tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan 

hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus gulden, dengan 

hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam pada pasal 337 

KUHP bagi orang-orang Eropa dan Pasal 339 bagi orang-orang Bumiputera”. Ini 

berarti Staatblad  1901 No. 131 tersebut menunjukkan bahwa usaha Pegadaian 

merupakan monopoli pemerintah dan pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian 

Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat).
2
 

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai 

Perusahaan Jawatan sampai tahun 1961, lalu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 

Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 
                                                           

2
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 81. 
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statusnya kembali menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Lalu berubah lagi 

statusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang 

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM). 

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 

Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, PERUM Pegadaian yang 

selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada 

dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya 

dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 

saham. Maksud dan tujuan dari Perusahaan terdapat pasal 7 yaitu: 

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah 

kebawah memalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di 

bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku; 

2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidk 

wajar lainnya. 

Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di 

Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan 
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bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian 

adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman 

berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat 

agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.
3
 

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi islam semakin marak pada akhir 

dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan dikeluarkanya Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan beserta semua ketentuan 

pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, 

maupun surat edaran Bank Indonesia.
4
 Pemerintah telah memberi peluang berdirinya 

lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini 

tekah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan 

Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 dan 

menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, kemudian disusul dengan 

asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful.
5
 

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, 

kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang 

                                                           
3
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 

388. 

4
 Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 84. 

5
 Ibid. 
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mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islm ekonominya 

lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut. 

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar 

baru bagi pegadaian yang masih mengguanakan sistem konvensional, yaitu sistem 

bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 

2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari 

kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama 

lembaga tersebut adalah Ar Rahnu, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.
6
 

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit  layana syariah yang dilaksanakan 

oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit pelayanan syariah ini didasarkan atas 

perjanjian Musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa 

dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian Musyarakah  ini, BMI yang 

memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk medirikan 

lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah 

pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia 

sumber daya manusianya dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam 

pelayanan jasa gadai. Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank 
                                                           

6
 Ibid. 
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Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerjasama antara 

Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia tentang Gadai Syariah disepakati 

pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 

015/BMI/PKS/XII/2002.
7
 

Gadai pada prakteknya saat ini mengarah pada persoalan riba. Dapat dilihat 

apabila menggadaikan suatu barang berharga, contohnya emas, di lembaga pegadaian 

yang tidak berbasis syariah, keuntungan yang diperoleh untuk lembaga tersebut 

adalah keuntungan yang dihitung dari jumlah barang dan adanya bunga. Misalnya 2% 

dari nilai emas tersebut. Menurut Syaikh Abul A‟la Al-Maududi, mengemukakan 

bahwa riba adalah tambahan yang diperoleh oleh kreditur dari debitur sebagai 

pengganti tangguhan, dalam istilah syar‟i disebut “riba nasiah”, yaitu tambahan yang 

dikarenakan adanya tenggat penangguhan. Riba diharamkan dalam Al-Qur‟an, 

pengharamannya juga telah disepakati oleh para salafusshalih dan para ulama 

mujtahid sesudahnya. Berabad-abad lamanya, kesepakatan itu tidak pernag diragukan 

lagi adalah duatu masa dari masa-masa yang telah berlalu.
8
 Masyarakat Indonesia 

mayoritas adalah Islam dan  kegiatan gadai yang dilakukan saat ini masih dilakukan 

di lembaga pegadaian yang tidak berdasarkan syariat Islam.  

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Syaikh Abul A‟la Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Bicara tentang Bunga  Riba, Jakarta: 

Pustaka Qalami, 2003, hlm. 116. 
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Maka dari itu, dengan permasalahan gadai yang mengarah ke riba, Pegadaian 

syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum 

Pegadaian membentuk Unit Layan Gadai Syariah. Dengan hadirnya pegadaian 

syariah di tengah-tengan bank konvensional/ lembaga pegadaian yang konvensional 

di Indonesia ini untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang 

selama ini menggunakan layanan perbankan dengan sistem bunga dan ingin 

menghindari dari riba yang diharamkan oleh Al-Quran.  

Dalam fikih Islam, transaksi gadai disebut dengan Ar-Rahn. Ar-Rahn  

merupakan  suatu jenis perianjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan 

utang.
9
 Pengertian Ar-Rahn tersebut dalam bahasa arab yaitu tetap dan kekal, 

maksudnya adalah makna yang termasuk dalam al-hasbu yang berarti menahan. 

Sehingga Ar-Rahn dapat berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi 

sebagai pengikat utang.
10

 Berdasarkan pengertian dari Ar-Rahn tersebut, secara islam 

gadai didasari dari pejanjian antara seseorang yang menyerahkan harta benda (emas) 

sebagai jaminan kepada orang lain atau lembaga pegadaian dan pihak lembaga 

tersebut menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah dari nilai taksiran 

barang yang digadaikan. Menurut terminologi syara‟, rahn berarti penahanan 

                                                           
9
 Rahmat Syafei, Konsep Gadai, Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai 

Komersial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, cet-II, Jakarta, 1995. Hlm. 59 

10
 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002, Jilid 4, hlm. 

4204 



9 

 

 

 

 

 

terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari 

barang tersebut.
11

 Keberadaan gadai telah lama ada dalam Islam, dengan diturunkan 

wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-

Qur‟an dan Hadist. 

ٌٌ يَمْ  نىَْ حجَِدُٔا كَاحبِاً فسَِْاَ َٔ ٰٗ سَفسٍَ  ُْخىُْ عَهَ ٌْ كُ إِ َٔ ٍَ بعَْضُكُىْ بعَْضًا فهَْٛؤَُدِّ انَّرِ٘ ۞  ٌْ أيَِ ِ بُٕضَتٌ ۖ فئَ

ُ آثىٌِ لهَْبُ  ٓاَ فئَََِّّ ًْ ٍْ ٚكَْخُ يَ َٔ ٕا انشَّٓاَدَةَ ۚ  ًُ لََ حكَْخُ َٔ  ۗ ُ َ زَبَّّ نْٛخََّكِ اللََّّ َٔ ٍَ أيََاَخََُّ  ًِ ٌَ عَهِٛىٌ اؤْحُ هُٕ ًَ ا حعَْ ًَ ُ بِ اللََّّ َٔ  ۗ ُّ  

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah:283) 

 

  Kegiatan gadai pada penafsiran QS. Al-Baqarah:283 bahwasanya ada suatu 

kegiatan gadai tidak terkecuali dapat dilaksanakan bagi siapapun yang bertempat 
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 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 159 



10 

 

 

 

 

 

tinggal maupun yang sedang dalam perjalanan selama keduanya memenuhi syarat 

sahnya dan rukun dalam gadai.  

Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh 

pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama 

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat 

kaidah-kaidah dan aturan –aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam 

ibadah dan juga mu‟amalah (hubungan antar makhluk Allah). Setiap orang 

berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong 

menolong diantara mereka. Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling 

tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus 

menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa 

pemberian dan bisa berupa pinjaman. 

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana 

adanya kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang 

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan 

tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) tetapi dikuasai 

oleh penerima gadai (yang berpiutang/kreditur). Sedangkan Gadai Emas Syariah 

adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang 
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berharga (berupa emas) dari pemilik barang (yang berutang) atau penggadai (raahin) 

kepada orang yang mengutangkan atau penerima gadai (murtahin) dan objek atau 

barang yang digadaikan (Rahn)
12

 untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu 

sebagai jaminan (al-Marhun) atas pinjaman/utang (al-Marhumbih) yang diberikan 

kepada nasabah /peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini sudah ada sejak jaman 

Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai 

nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong. 

Dalam Perspektif Syariah, gadai emas syariah di Indonesia diatur melalui fatwa 

DSN MUI. Adapun fatwa Gadai emas syariah MUI tersebut bisa dicermati melalui 

enam fatwa yaitu:  

pertama; Fatwa DSN No.: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn,  

kedua;   Fatwa No.: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas,   

ketiga;   Fatwa No.: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh,  

keempat; Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ,  

kelima;  Fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang RAHN TASJILY, dan  
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12 

 

 

 

 

 

keenam; Fatwa Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan 

Menggunakan Dana Nasabah.
13

 

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasioanlnya berpegang pada prinsip 

syariah; yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara lembaga dengan 

pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang sesuai syariah, antara lain; pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), 

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada 

pihak lain (ijarah wa iqtiqna).
14

 Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah 

memiliki karakterisktik seperti; tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena 

riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang 

diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau 

bagi hasil. 

Oleh karena itu setelah diketahuinya dasar hukum dari jasa gadai emas secara 

syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya secara nyata di 
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lapangan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian 

hukum, mengenai:  

“PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI 

PEGADAIAN  PALEMBANG.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka muncul pertanyaan-

pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian 

Palembang? 

2. Apakah mekanisme gadai yang dilakukan di Pegadaian Palembang sudah 

sejalan dengan konsep Hukum Islam? 

C. TUJUAN PENULISAN 

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-

permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu: 

1. Untuk mengetahui prosedur gadai emas dengan sistem syariah di 

Pegadaian  Palembang. 
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2. Untuk mengetahui mekanisme gadai yang dilakukan di Pegadaian 

Palembang sudah sejalan dengan konsep Hukum Islam atau belum. 

 

D. MANFAAT PENULISAN 

1.    Segi Teoritis 

Bermanfaat sebagai bahan masukan pengembangan ilmu hukum di bidang 

Hukum Perdata Islam yang terkait dengan gadai secara syariah (rahn). Dan 

juga hasil penelitian ini memberikan informasi ilmu pengetahuan hukum  

mengenai pelaksanaan gadai dengan sistem syariah (rahn) di Perum 

Pegadaian yang ada di Palembang. 

 

2.  Segi Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan masukan dan 

informasi lebih mendalam bagi  pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

gadai dengan sistem syariah.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi serta menghimbau kepada para pembaca dan masyarakat 

terutama masyarakat yang beragama Islam tentang gadai yang sesuai 

dengan syariat Islam. 
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E. RUANG LINGKUP 

Dalam suatu penulisan harus memiliki ruang lingkup bahasan atas suatu 

permasalahan yang dipaparkan dengan jelas dan tegas. Hal ini agar didalam penulisan 

dan pembahasan, penulis tetap fokus dan mempunyai arahan yang jelas. Ruang 

lingkup dalam penulisan skripsi ini mengenai pelaksanaan gadai emas dengan sistem 

syariah yang ditawarkan pada Pegadaian di Palembang.  

 

F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Perjanjian 

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan 

menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana 

seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa lain.
15

 

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan 

dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 

hal dalam lapangan harta kekayaan.
16

 

Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian berasal dari kata aqad  yang 

secara etimologi berarti “menyimpulkan”. 
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Menurut Abdul Aziz Muhammad, kata aqad dalam istilah bahasa berarti 

ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan 

secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di 

dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk 

melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian dengan janji 

halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang 

berjanji dan menguatkannya.
17

 

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli 

hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk 

mengikatkan diri dengan seorang lainya. Karena merupakan suatu hubungan, 

maka suatu aqad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak 

saling mengemukakan janjinya mengenai perstasi. Misalnya jual beli, sewa 

menyewa, dan lain-lain.
18
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Terdapat asas perjanjian dalam hukum Islam
19

: 

a. Asas Ibahah (mabda‟ al-ibahah); Asas ibahah adalah asas umum 

hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. 

b. Asas Kebebasan Beraqad (mabda‟ huriyyah at-ta‟aqud); Prinsip 

hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad 

atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah 

ditentukan dalam undang-undang syari‟ah dan memasukan klausula 

apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganya. 

c. Asas Konsensualisme (mabda‟ ar-radhaiyyah); Asas konsensualisme 

menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan 

tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya 

formalitas-formalitas tertentu 

d. Asas Janji Mengikat 

e. Asas Keseimbangan (mabda‟ at-tawazun fi al-mu‟awadhah); Bahwa 

jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, 

namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya 
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keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan 

apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. 

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan); Bahwa aqad yang akan 

dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang 

memberatkan. 

g. Asas Amanah; Bahwa masing-masing pihak haruslah beritiqad baik 

dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah 

satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. 

h. Asas Keadilan; Adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua 

hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah 

al-qur‟an (QS. 5:8). 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Awal mula dari muncul nya teori perlindungan hukum bersumber dari 

teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, 

Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran Stonic). Menurut aliran 

hukum, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini 

menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara 
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internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum 

dan moral.
20

 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
21

 Menurut Satjipto 

Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
22

 

Upaya untuk mendapat perlindungan hukum yang diinginkan manusia 

adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya 

kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam 

praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan 

ketiga nilai dasar terebut tetap berjalan beriringan.
23
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G. KERANGKA KONSEPTUAL 

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, pengertian dari gadai adalah:  

Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan 

kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang 

memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari 

barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya 

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai pemilikan atau 

penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu 

diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. 

Dari pengertian diatas, dapatlah disebutkan beberapa unsur gadai, yaitu sebagai 

berikut
24

 

a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada 

kreditur pemegang gadai;  

b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama 

debitur; 
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c. Barang yang menjadi obyek gadai atau barang gadai hanyalah barang 

bergerak; 

d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang 

gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. 

Objek gadai adalah benda bergerak; yaitu benda berwujud yang dapat 

berpindah atau dipindahkan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1150, Pasal1152 dan 

Pasal 1153 KUHPerdata. Emas atau harta benda adalah salah satu contoh dari benda 

bergerak. 

Gadai syariah (rahn) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta 

menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan hutang, hungga orang yang bersangkutan 

boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.
25

 

Dengan kata lain rahn adalah gadai yang berdasarkan syariat Islam yang berpedoman 

pada Al-Qur‟an dan Hadist. Rahn atau gadai syariah sudah diatur dalam islam yaitu 

pada Qs.Al-Baqarah ayat 283.  

Menurut  ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: 

Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.; menjadi tetap, 

karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai 
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dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya; dan barang yang digadaikan tidak 

sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti 

gadai dalam kitabah.
26

 

H. METODE PENULISAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

menggunakan penelitian hukum empiris. Penilitian hukum yuridis empiris 

adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian 

dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris 

merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis 

untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.
27

  

2. Jenis dan Sumber Data 

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari 

bahan pustaka (Data Sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat (Data Primer), yaitu:
28

 

a. Data Primer 
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Data Primer dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh 

langsung melalui penelitian lapangan (Field Research) pada bank yang 

terkait dengan permasalahan skripsi yaitu Pegadaian Palembang 

mengenai gadai emas secara syariah.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berasal 

dari Peraturan Perundang-undangan, literatur, serta data-data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip. Data sekunder 

tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier.
29

 

1) Bahan hukum primer  

Adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

misalnya: 

I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

II. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

2) Bahan hukum sekunder  

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku 

                                                           
29

 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm. 14. 



24 

 

 

 

 

 

teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan 

pandangan-pangangan klasik para sarjana yang mempunyai 

kualifikasi tinggi.
30

 Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk 

penelitian ini yaitu berup buku-buku, artikel, jurnal hukum, 

majalah hukum, koran, dan internet. 

3) Bahan hukum tersier  

Adalah bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang 

dipakai dalam penelitian ini yaitu, kamus hukum atau kamus 

umum. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Pegadaian Palembang 

Cabang Syariah yang berlokasi di Jalan MP. Mangkunegara  No. 22, 

Bukit Sangkal, Kalidoni. Alasan dipilihnya Pegadaian Cabang Syariah 

karena Pegadaian Cabang Syariah memiliki produk pembiayaan yaitu 

gadai emas yang berdasarkan prinsip syariah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 
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Teknik pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan mencatat dan mempelajari literatur yang berupa Buku-buku, 

jurnal hukum surat kabar serta dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas.  

b. Penelitian Lapangan 

Yaitu untuk mendapatkan data primer yang dilakukan adalah 

melakukan penelitian lapangan dimana penulis melakukan kunjungan 

langsung ke lokasi Pegadaian Palembang yang beralamat di Jalan 

Merdeka No. 11, Bukit Kecil. 

5. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif 

kualitatif, adalah penelitian dimana data primer dan data sekunder yang 

telah diperoleh terkumpul dipelajari dan diteliti, sehingga penulisan dapat 

dipahami dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk 

menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan. 

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah 

deduktif. Metode deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari hal umum 

ke hal khusus.  
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I. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I Pendahuluan 

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tentang 

pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian Palembang, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, kerangka 

teori yang dipakai, kerangka konseptual, metode penelitian untuk 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab dua membahas tinjauan umum tentang Gadai; yaitu pengertian gadai, 

sifat gadai, objek gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan 

kewajiban pemberi gadai, hapusnya gadai. Tinjauan umun tentang Gadai 

Syariah; yaitu pengertian gadai syariah (rahn), sifat rahn, rukun dan 

syarat sah gadai syariah, hak dan kewajiban para pihak gadai syariah, dan 

berakhirnya akad rahn. Lalu menjelaskan Gadai Emas Syariah; 

pengertian gadai emas syariah, dasar hukum gadai emas syariah, syarat 

sah gadai emas syariah dan prosedur gadai emas syariah. 
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BAB III Pembahasan 

Bab tiga membahas rumusan masalah yaitu:  Apakah gadai yang 

dilakukan oleh Pegadaian Palembang sudah sejalan dengan konsep 

Hukum Islam dan bagaimana Pelaksanaan gadai emas dengan sistem 

syariah di Pegadaian Palembang  

BAB IV  Penutup 

Bab ini adalah akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan masalah yang telah dilakukan dan saran penulis terhadap 

penelitian yang telah dilakukan.
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